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BAB V PENUTUP 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah Penulis lakukan terhadap rumusan masalah 

yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Suatu kesalahan teknis akibat dari sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan 

bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan  

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem 

elektronik. Pada dasarnya, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. 

Letak perbedaan kontrak elektronik dan kontrak konvensional adalah pada media 

pembuatan dan terjadinya kontrak yaitu dilakukan melalui sistem elekronik. 

Kesalahan teknis merupakan salah satu alasan suatu kontrak elektronik menjadi batal 

demi hukum apabila terbukti kesalahan teknis tersebut terjadi akibat adanya sistem 

elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab. Suatu kesalahan teknis 

dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila terjadi sebuah kesalahan atau 

kecacatan dalam teknis yang dimana secara sengaja dibuat oleh pembuat sistem 

menjadi berjalan tidak sesuai dengan sebagaimana harusnya. 

Penulis menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan yang dimaksud dalam 

Pasal 57 ayat (1) PP PMSE adalah sebagai berikut: 

1. Pembuat sistem memiliki kesadaran dalam melakukan perbuatannya 

untuk membuat sistem elektronik yang tidak aman, andal dan 

bertanggung jawab; 

2. Akibat perbuatan tersebut, sistem menjadi berjalan tidak sesuai pada 

fungsinya; dan 

3. Pembuat sistem dengan sadar percaya bahwa akibat dari perbuatannya 

membuat sistem elektronik yang tidak aman, andal, dan bertanggung 

jawab dapat mengakibatkan sistem tidak berjalan sesuai fungsi. 

Adapun tujuan dari unsur kesengajaan dalam diri pembuat sistem bertujuan 

untuk melakukan pemaksaan kontrak ataupun penipuan terhadap pengguna sistem. 

Pasal 3 PP PMSE menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kontrak elektronik 

harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur yang salah satunya adalah itikad 

baik. Apabila ditinjau lebih lanjut, kesalahan teknis yang dimaksudkan dalam PP 

PMSE dilakukan dengan secara sengaja oleh pembuat sistem. Dimana apabila 

pembuat sistem secara sengaja membuat sistem menjadi tidak aman, andal, dan 
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bertanggung jawab sehingga mengakibatkan sistem tersebut berjalan tidak 

sebagaimana seharusnya maka di dalam diri pembuat sistem tersebut terdapat itikad 

tidak baik sebagai subjek pembuat kontrak elektronik tersebut. Dalam hal ini 

pembuat sistem secara tidak jujur dalam membuat dan menjalankan sistem yang 

telah dibuat olehnya dengan menciptakan sistem elektronik yang tidak aman, andal 

dan bertanggung jawab. Sistem elektronik yang dijalankan oleh pembuat sistem 

tidak berdasarkan kepercayaan serta niat baik pembuat sistem.  

Dalam tinjauan yuridis, kehendak yang menjadi kesepakatan harus 

didasarkan dengan prinsip itikad baik.  Dengan tidak terpenuhi prinsip itikad baik 

maka kesepakatan menjadi tidak terpenuhi. Kesalahan teknis bertentangan dengan 

prinsip itikad baik yang dimana pada umumnya harus didasarkan pada nilai 

kejujuran. Sedangkan hal tersebut bertentangan dengan penipuan yang tidak 

didasarkan pada kejujuran. Apabila melihat pada penjelasan sebelumnya, pembuat 

sistem dalam membuat serta menjalankan sistem tidak beritikad baik sehingga 

sistem elektronik dibuat tidak aman, andal dan bertanggung jawab, yang 

mengakibatkan sistem berjalan tidak sesuai fungsinya. Dalam diri pembuat 

elektronik tidak didasarkan pada kejujuran, yang mana perilaku tidak jujur 

merupakan salah satu unsur dari penipuan.  

Penipuan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak ditujukan untuk 

mengerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu atau memberi hutang 

maupun menghapus piutang kepadanya, sebagaimana yang diatur sebagai penipuan 

dalam Pasal 378 KUHP. Penipuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu 

dimana kesalahan teknis bertujuan agar dapat terbentuknya suatu kontrak elektronik, 

yang mana apabila diihat berdasarkan pengertian penipuan di atas bahwa apabila 

penipuan tersebut ditujukan agar kontrak dapat terjadi merupakan penipuan yang 

diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata. 

Dengan demikian maka suatu kesalahan teknis yang tidak aman, andal, dan 

bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai penipuan. Kesalahan teknis 

dilakukan berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana dijelaskan sebelumnya 

mempunyai tujuan untuk menyesatkan pengguna sistem elektronik.  

 

2) Terdapat kekeliruan akibat hukum dari penipuan menurut PP PMSE batal demi 

hukum sementara penipuan menurut KUHPerdata seharusnya dapat dibatalkan  
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Penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdata yaitu apabila digunakan oleh salah 

satu pihak sehingga pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa 

dilakukannya tipu muslihat tersebut. Penipuan terjadi apabila salah satu pihak 

dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar 

disertai dengan tipu muslihat dengan tujuan dapat membujuk pihak lawan agar 

bersedia memberikan persetujuannya, pihak yang menipu bertindak secara aktif 

untuk menjerumuskan pihak lawannya. Di sisi lain,  PP PMSE tidak memberikan 

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penipuan dan kapan penipuan itu 

terjadi.  

Berdasarkan tinjauan yuridis, dalam PP PMSE dikenal istilah itikad baik. 

Tetapi penjelasan terhadap itikad baik itu sendiri tidak diberikan secara jelas dalam 

peraturan tersebut, sehingga perlu ditinjau berdasarkan pengaturan dalam 

KUHPerdata mengenai itikad baik tersebut. Itikad baik yang diatur dalam Pasal 3 

PP PMSE maupun Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, keduanya sama-sama 

menyatakan bahwa menimbulkan akibat hukum dari tidak terpenuhinya itikad baik 

adalah dapat dibatalkan. Itikad baik yang diatur dalam PP PMSE sama dengan yang 

diatur dalam KUHPerdata. Itikad tidak baik merupakan salah satu unsur dari 

penipuan yang merupakan salah satu penyebab terjadinya cacat kehendak. Dengan 

demikian apabila tidak terpenuhinya prinsip itikad baik maka syarat subjektif 

pelaksanaan kontrak yaitu terdapat kesepakatan antara para pihak menjadi tidak 

terpenuhi.  Mengacu Pada Pasal 1320 KUHPerdata, apabila tidak terpenuhinya 

syarat subjektif maka kontrak tersebut menjadi dapat dibatalkan.  

Sementara di sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

suatu sistem elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab dapat 

dikategorikan sebagai penipuan.di dalam PP PMSE yang mengatur mengenai 

penipuan menjadi batal demi hukum. Dalam kontrak elektronik, terdapat salah satu 

alasan yang dapat menjadikan suatu kontrak elektronik menjadi batal demi hukum 

yaitu apabila terbukti kesalahan teknis tersebut terjadi akibat adanya sistem 

elektronik yang tidak aman, andal dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 57 ayat (1) PP PMSE.  

Terdapat perbedaan akibat hukum terhadap suatu unsur penipuan dalam 

suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan Pasal 57 ayat (1) 

PP PMSE. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa penipuan dikenakan akibat 
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hukum dapat dibatalkan, sedangkan Pasal 57 ayat (1) PP PMSE menyatakan bahwa 

akibat hukum dari suatu penipuan adalah batal demi hukum.  

KUHPerdata dalam kategori undang-undang memiliki tingkatan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan PP PMSE yang berada dalam kategori peraturan 

pemerintah. Mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh KUHPerdata memiliki 

kekuatan hukum yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PP PMSE, yang mana 

kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dilihat berdasarkan keberadannya 

dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) di 

atas. Selain itu, dengan mengacu pada asas pembentukan undang-undang Lex 

superior derogat legi inferiori maka keberadaan KUHPerdata lebih diutamakan jika 

dibandingkan dengan PP PMSE. 

Dengan demikian terdapat kekeliruan terhadap akibat hukum atas suatu 

perbuatan penipuan menurut PP PMSE yang menjadi batal demi hukum, apabila 

dilihat secara yuridis seharusnya PP PMSE sejalan dengan KUHPerdata 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penipuan yang dimaksud dalam PP PMSE 

dipersamakan dengan yang dimaksud dalam KUHPerdata. Penerapan peraturan 

yang seharusnya adalah dapat dibatalkan sesuai yang diatur dalam KUHPerdata, 

dimana berada pada tingkatan lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Hal 

tersebut sebagaimana sesuai dengan konsep dalam pembentukan undang-undang 

yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, yaitu apabila terjadi konflik atau 

pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah 

maka yang tinggilah yang harus didahulukan dalam pembentukan dan penerapan 

suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dilihat 

berdasarkan keberadannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. 

 

5.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis jabarkan di atas, maka terkait akibat 

hukum yang seharusnya diterapkan manakala adanya unsur penipuan dalam kontrak 

elektronik adalah dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata. Oleh 

karena itu, Penulis hendak memberikan saran mengenai permasalahan yang telah 

dijabarkan dalam penulisan hukum ini, yaitu terhadap Pasal 57 ayat (1) PP PMSE harus 

di adendum, yaitu harus dilakukan perubahan terhadap Pasal 57 ayat (1) PP PMSE yang 
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mengatur mengenai akibat hukum dari penipuan dalam kontrak elektronik menjadi batal 

demi hukum untuk diubah menjadi dapat dibatalkan. Tujuan dari pembaharuan tersebut 

agar terjadi keharmonisasian hukum dan tidak ada pertentangan antara Pasal 57 ayat (1) 

PP PMSE dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur secara umum mengenai syarat 

sah suatu perjanjian. 
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